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BUPATI WONOSOBO 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR fl TAHUN 2020 

TENTANG 

MASTER PLAN SMART CITY 
KABUPATEN WONOSOBO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa Smarl City merupakan konsep penggelolaan kota 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi secara efektif dan efisien untuk 
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui 
program kerja dan kegiatan dirumuskan secara 
komprehensif dan integral yang dapat meningkatkan 
fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, 
pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, 
kesehatan, k-emiskinan, budaya dan peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia, sehingga mampu 
memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk 
kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam Master 
Plan Smarl City; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Wonosobo tentang Master Plan Smarl City Kabu paten 
Wonosobo; 

1. Undang- Undang 
Pembentukan 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-Daerah Kabupaten 

Lingkungan Provinsi J awa Tengah; 

tentang 
Dalam 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2-008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 19 Tahun 2-016 {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang N-0m-0r 12 Tahun 2-011 t-entang P-embentukan 
Peraturan Perundang-Undangan { Lembaran Negara 
Republik Indonesa Tahun 2019 Nomor 183. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun2-015 tentang Perubahan k-edua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; 

9 . Peraturan P-em-erintah Nomor 61 Tahun 2-010 t-entang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 ) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5348); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Pelayanan Publik{Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 



Menetapkan 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402) ; 

13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191) ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Lembaran 
Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah 
<liubah <lengan Peraturan Daerah Kabupate n Wonosobo 
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Nomor 6 Tambahan Lembaran Kabupaten 
Wonosobo Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN SMART CITY 
KABUPATEN WONOSOBO. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut akses 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonoi seluas-luasnya dalam 
sistem .dan prinsip Negara KesatuanRepublik Inonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
P.emerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan p.emerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten Wonosobo. 

6. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang selanju tnya 
.disingkat RP.JMD adalah Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah 
Kabuapten Wonosobo. 

7 . Smart City adalah konsep Pengelolaan kota berkelanjutan dan berdaya saing 
yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, 
lebih mudah~ lebih sehat , dan lebih makmur dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan u ntuk 
perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi 
masyarakat. 

8, Pel.ayananan Publik adalah r.angkai.an kegia tan dalam r.angka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan 
administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

BABU 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. Master Plan Smart City Daerah; 

b. Tahapan Master Plan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan lt,faster 

Plan Smart City Daerah; 

c . Dimensi Smart City; 

d. Sasaran program kerja Smart City; 

e. Rencana aksi atau inisiasi menuju Smart City. 

Pasal 3 

(1) Untuk mewujudkan Smart City maka perlu disusun Master Plan Smart City. 

(2) Master Plan Smart City merupakan dokumen perencanaan operasional 
sehingga merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Wonosobo dalam 
rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperha tikan 
kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta 
memperhitungkan peluang yang dimiliki. 

(3) Master Plan Smart City merupakan pedoman Pemerintah Daerah dalam 
mengembangan inovasi pembangunan daerah menuju Wonosobo. 

(4) Master Plan Smart City Daerah dijabarkan dalam program kerja yang 
dilaksanakan -0le h Perangkat Dae rah dengan Prioritas pada bidang : 



a. P.elayanan Pu blik; 
b. Pemberdayaan Ekonomi; 
c. Pariwisata; 
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; 
e. Pendidikan, Kesehatan, Keamanan dan Bencana. 

BAB III 

DIMENSI SMART CITY 

Pasal4 

Perumusan strategi Smart. City Won_osobo dijabarkan berdasarkan pilar dan sub 
pilar yang terdiri dari 6 (enam) dimensi meliputi: 

( 1) Tata kelola birokrasi ( smart. governance); 

(2} P.emasaran-d.aerah (smart branding); 

(3) Perekonomian ( smart, economy); 

(4) ekosistem permukiman penduduk (smart. living); 

( 5) lingkungan masyarakat ( smasrl society) j dan 

(6) Pemeliharaan lingkungan (smart. environment). 

BAB IV 

RENCANA SMART CITY 

Pasal 5 

(1) Dimensi Smart. City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan 
secara bertahap berdasarkan Master Plan Smart. City Daerah. 

(2) Pelaksanan secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 5 (lima) 
tahun sesuai Master Plan Smart City Daerah adalah tahapan rencana kerja 
yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan Smart. City Daerah. 

BABV 

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN 

Pasal 6 

( 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah 
atas pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Smart. City 

Daerah. 

{2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika 
melakukan Pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan program 
pembangunan Smart City Daerah dan melaporkan kepada Bupati 



BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 7 

Pembiayaan atas pelaksanaan program Smart City dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

Dit.etapk · W-0nosobo 
pada ggal r; /Jokmb .tlJ .LO~o 

Diundangkan Di W-0n-0sobo 
pada tanggal .a O /'Jc«w, P.., ,J,()U> 

SEKRET RIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

WARDOYO 

AH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NO MOR § I 


